
BUPATI BANGGAI 

PERATURAN BUPATI BANGGAI 
NOMOR 10 TAHUN 2011 

TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

DENGAW RASMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGGAI, 

Menimbang bahwa untuk meiaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai 
tentang Paffik Daerah dan Retribt.si Daerah perlu menetapkan 
Peraturan BupatJ Banggai tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pemanfaatan insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(LernWan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan)._embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik InYnesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahar, Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaknana tetah IclUpan Terakt-Nir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara 'Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4844); 

4.: 'Undang-tindang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan 
Keuangan Antara ,Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4438); 

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 130, Tarnbahan Lembarim Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

6, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161.); 



7 , Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Banggal Nomor 47); 

• 8. Peraturan Daerah -Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2009 
tentang. Pokok-PokOk Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 1\ -1mor 22, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bangga Nomor 67). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAti BUPATI BANGGAI TENTANG TATA CARA 
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN /NSENTIF PA3AK DAERAH 
DAN RETRIBUSI DAEFtAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasai 1. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

2. Bupati adalah Bupati Banggai. 
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang se!anjutnya disingkat SKPD adalah Satlian Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Banggai. 
4. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang setanjutnya disebut Insentif adalah 

tambahan penghasilan yang. diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu 
dalam metaksanakan pernungutan Pajak dan Retribusi. 

5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepacla daerah 
yang terutang oleh orang pdbacii atau badan yang bersifat mernaksa berdasarkan 
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pernberian izin tertentu yartg khusus disediakan daniatau 
diberikan oieh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

7. Pemungutan adalah suatu ranokaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek 
dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang 
terutang sampai kegiatan pena,gihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau 
Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

8. Tunjangan yang meiekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas 
tunjangan istri/suami, tu ipncjan anak, tunjangan jabatan strukturalgungsional, 
dan/atau tunjangan beras. - 

Pasat 2 

Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas 
disesuaikan dengan besarnya tanggung javvab, kebutuhan, serta karakteristik dan 
kondisi objektif daerah. 
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BAB II 
INSENTIF PEMUNGUTA:N 

PA3AK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

Bagian Kesatu 
Penerima Insentif 

Pasai 3 
, . 

(i) Insentif diberikan kepada ins'Lansi petaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 

(2) Insentif sebagalmana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan 
kepada: 
a. Pejabat dan pegawal instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah sesUal dengan bnggung jawab masing-masing; 
b. Bupati dan Wakil Bupati sebagal Penanggungjawab Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 
c. $ekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; 
d. Pihak lain yang membantu instansi petaksana oemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 
(3) Instanst petaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yaitu : 
a. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, untuk : 

1. Pajak Hotel; 
2. Pajak Restoran; 
3. Pajak Hiburan; 
4. Pajak Reklame; 
5. Pajak Penerangan Jalan; 
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 
7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 
8. Pajak Parkir 
9. Pajak Air Tanah. 

b. Dinas Kesehatan dan Badan Rumah Sakit Umum Daerah untuk 
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan. 

c. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk : 
1. Retribusi Pemakalan Kelcayaan Daerah 
2. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihart; 
3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; dan 
4. Retribusi Penyedotan Kakus. 

d. Dinas Perhubungan Tele!omunikasi dan Informatika untuk : 
1. Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum; ' . 
2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 
3. Retribusi sumbangan Pihak Ketiga; 
4. Retribusi Terminat, 
5. Retribusi Tempat Knusus Parkk; 
6. Retribusi Pelayanan KepelabUhan/Pelabuhan Rakyat; 
7. Retribusi Penyeberang.an Diatas Air; dan 
8, Retribusi Izin Trayek Dan Izin Usaha Angkutan. 

e. Dinas Pertanian untuk : 
1. Retribusi Rumah Potong Hewan, 

f. Dinas Perikanan dan Kelautan untuk : 
1. Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan; dan 
2. Retribusi Pelelangan Ikar,, 
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g. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipa untuk: 
1. Retribusi Penggantian Blaya KTP dan Akte Catatan Sipil. 

h. Dinas Bina Marga dan Pengairan, untuk 
1, Retribusi Pernakalail Kekayaan Daerah 

i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, untuk: 
1. Retribusi Pelayanan Pasar; 
2, Retribusi Pasar Grosir Pertokoan; dan 
3. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. 

j. Badan DIklat dan Litbang; untuk •
1. Retribusi Pernakalan Kekayaan Daerah: 

k. Badan Peayanan Perizinan TerpadU, untuk: 
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan 
2. Retribusi izin Gangguan. 

I. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasl, untuk: 
1. Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah. 

m. Bagian Umum Sekretariat Daerah, untuk: 
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

(4) Pejabat dan pegawal instansi pelaksana pemungutan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdlri dara 
a. Kepala Instansi Pelaksana Pemungutan (Kepala SKPD); 
b, Sekretaris Dinas Pelaksana Pemungutan; (Sekretaris SKPD) 
c. Kepala Bidang yang terit t langsung dalam pemungutan; 
d. Kepala Seksi yang terlibat langsung dalam pemungutan; 
e. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang terlibat langsung dalam pemungutan; 
f. Bendahara Penerimaan dan Pemegang Kas Instansi pelaksana pemungutan; 
g. Staf pada seks,-seksi yang terlibat langsung dalam pemungutan; dan 
h. Staf pada Unit Pelaksana "reknis yang terlibat langsung dalam pemungutan. 

(5) Pihak lain yang mernbantu instansi pelaksana pemungutan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e ditentikan olen Keputusan Bupati Banggal. 

Pasal 4 

(1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif 
apabila mencapal kinerja tertentu. 

(2) Perhitungan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaltu pencapalan 
target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagat berikut: 
a. sampai dengan triwulan I : 20% (Iima belas persen); 
b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen); 
c. sampai dengan triwulan III : 750/0 (tujuh puluh lima persen); dan 
d. sampai dengan triwulan N 1000/0 (seratus persen). 

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk 
meningkatkan: 
a. kinerja instansi; 
b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawal instansi, 
c. pendapatan daerah; dan 
d. pelayanan kepada masyarakat. 

(4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan 
pada awai triwulan berikutnya. 

(5) Dalam hal target lanerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan 
tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah rnencapai target 
kinerja triwulan yang ditentukan; 

(6) Datam hat target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapat, tidak 
membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan seaalumnya. - 

• 
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Bagian Kedua 
Besaran Insentif 

Pasal 5 

(1)Besarnya insentif ditetapkan 5 Vo (iirna persen) dari rencana penerimaan Pajak 
Daerah • dan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk tiap jenis 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

(2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melafut Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banggai tahun anggaran berkenaan. 

Pasal 6 

(1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 
huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan 
realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya 
dengan ketentuan: 
a. dibawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 

6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; 
b. Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan 

Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun )ima ratus milyar ruOah), 
paling tinggi 7 (tujuh3 kali gaji pokok dan tunjangan yang meiekat; 

c. diatas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun )ima ratus milyar rupiah), 
sampai dengan Rp. 7.5q0.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), 
paling tinggi 8 (delapan) kati gaji pokok dan tunjangan yan.: metekat; dan 

d. diatas Rp. 7,500.000,000.000,QO (tujuh triRin lima r us milyar rupiah), 
paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. 

(2) Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dan ayat (4) ditetapkan paling tinggi sebesar 
10% (sepuluh persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan 
dalam Pasal 5. 

(3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdapat s‘sa harus disetorkan ke kas daerah sebaga 
penerimaan daerah. 

Pasal 7 

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan 
besarnya pembayarap Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

BABIIT
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, 

• DAN PERtANGGUNGJAWABAN 

Pasal 8 

(1) Kepala instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun 
penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah daniatau Retribusi Daerah 
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5. 

(2)Penganggaran insentif pernungutan Pajak Daerah sebagaimana dknaksud 
pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan 
berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Pajak. 
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(3) Penganggaran insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan 
berdasarkan jenis be‘anja pegawal, obyek belanja insentif pemungutan Retribusl. 

Pasal 9, 

Dalam hal target penerimaQn pajak Daet;ah. dan ,Retribusi Daerah pada akhir 
Tahun Anggaran telah tercapal atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat 
dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberlkan pada tahun 
anggaran berikutnya yang pelaksanaa,nnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan-undangan. 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Banggai 
Nomor 85 Tahun 2001 tentang Penetapan Besarnya Upah Pungut Dan Uang Perangsang 
Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai dicabut dan dinyatakan 
tictak berlaku. 

Pasal 12 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya datam Berita Daerah Kabupaten Banggai. 

Dketapkan dt Luwuk 
pada tanggal IB Agustus 2011 

BU ATI BANGGAI, 

M. SOFHIAN MILE 

Diundangkan di Luwuk 
pada tanggal Agustus 2011 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI, 

MUSIR A. MADJA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2011 NOMOR 1504 


